BUPATI KUDUS

/ PERATURAN BUPATI KUDUS
/ NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

OKASI DAN PETUNJUK OPERAS
_cAPAN AL RASIONAL PENGGUNAAN
(~NET APANU GAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATE;«’ K](S;l‘; :I;\: Bé)SI?A

;] BA
tEgRIM DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007

BUPATI KUDUS,

i ., bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus N
e 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Igsb Siten
Kudus Tahun Anggaran 2007 dan untuk membantu membiayai kebutulaa:l\x%ten
dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan mz;svaraisaat
dalam keran_gka pelaksanaan otonomi desa secara komprehengif maka kepada
, masing-masing Desa diberikan Dana Perimbangan Keuangan d:ari Pcmcri?’ltah
Kabupaten untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata. adil,

dan proporsional:

bahwa untuk kelancaran dalam penggunaan Dana Perimbangan Keuangan

pemerintah Kabupaten kepada Desa, perlu diberikan petunjuk penggunaan dana

yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan tersebut dalam rangka
naan dana yang tepat guna, berhasil guna dan tepat sasaran

mewujudkan penggu
menuju pada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan

otonomi desa yang akuntabel;
¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati :

gt . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa T engah:

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

296, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor

| Republik Indonesia Nomor 4048):
! 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (I.embaran
i Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

’2 4. Undang-undang Nomor { tahun 2004 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

omor 15 Tahun 2004 tentang Peme

Neg
Keuangan Negara (Lembaran ! g i
66, Tambahan Lembaran Negara Republi

Perbendaharaan Negara
¢ 5. Tambahan

riksaan Pengelolaan dan
ara Republik Indonesia

5. Undang-undang N
k Indonesia

Tanggung Jawab
Tahun 2004 Nomor
Nomor 4400);




1pcrhatikfm

tlapkan

{ndang  Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan  Dacrah
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ;".’m‘nm; 125 ’ "Im‘nha’h'xr'i
ran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) sehagaimana telah di;xhtah
U,,d;mg-lmdam; Nomor 8 Tabun 2005 tentang /l’t:m:mpm; l’crafur‘an
,cmcrinmh 1’017141551:1;1 ,’Und;gg»!!ndzm;g"Nnmnr 3 Tahun 2005 tentang
perubahan !’”'.J‘m{;], s t(‘?b’;, omor 32 “Tahun 2004 tcntang Pemerintahan
(yacrah menjadi Um“‘,’ng-} : ?1( ang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
005 Nomor 108, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
48) -
:‘;dang-unda,n;,’"Nt;zorg?.llahhun %004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
7 pcmcrinwh Pusat dan lJacra (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, I'ambahan l.embaran Ncgara Republik Indonesia Nomor

d en B" n

pcralumn pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

8. ])acfah (I.cmbaran Negara chubl,ik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
‘Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), '
peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

9. ’ donesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamb
chubllk In _ , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4587);

( Pcraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

1o pengelolaan Keuangan Dacrah;

|1 peraturan Daqrah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian

" gebagian [asil Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah Kepada Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus ‘Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 38).

12, Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan
Desa (l.embaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan
|.ecmbaran Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 90):

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2007 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus T'ahun 2007 Nomor | );

Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang
Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2007

Pasal |

Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa

g Kabupaten Kudus Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
upati ini.

-




Kab‘r‘:iampiran IL, IL.1, dan 11.2 Peraturan Bup
dala

Pasal 3

ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
peratt

tiap orang mengetahuinya, memerintah
e

: an pengundangan Peratyran Bupati
an penempatannya dalam Berita Daerah
i deng

Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal \2} Aprdl @0 o 3‘

BUPATIKUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

(('47) (7(‘(01'

jpgkan di KuduS\ :
8 M

RIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUT/HMO

\ OR
TADAERAH K ABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOM \\
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BAGI HASI OPERA LAH
BAGI HASIL m‘ A"’“’ERMBANGA“ ALOKAS| DEZ e ANUA AHA ANA E‘;‘r’:ga"‘f“" YANG
PAJAK DAERAH | RETRIBUSI DAERA BAs AN P (R:) DESA
| T
(Rp) (Rp) PASAR DEgy HAS! ETB_ 344454
(Rp) PENG UMR KA
— 3 | i DiBAWAH A |
T f ! 85.175,
— 8.201.556 | 1.026.225 k\// ' 025738 89.545322
8507131 1.012.195‘\\/\/5'_‘ Ko L T
W\nm\// £y sy —— e
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- —— T ——
Cal LR} —W3IL R SUMB, S
PA?JAK L‘);EII?‘;\H RET;’AG' HASIL ——CIRIBUS; DAERTHDANA B .
RAH G| NGAN AD RAS!
(Rp) RET HAg G KASI DAN OPE JUN J
e RBUSI ppg P ALOKASIDANG A OPERIE e A | AOag | eyt cAH DAy
\ (Rp) AR DESA TAMBAHAN PEMERI o PEMB ERD AY. KAS] DANA M
4

BANGAy

DEg D YANG
PENgG N TETAP ELANJ A (Ap ITER)
\ HASILA 8. DAN B RAKAT R D) MA DESA
\\ DiBAyH UMR KA MASYA - NBEK (Rp)

5
3
10.239 499 _\14()38%\%/—///\* ”;5*8
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Bl : 22 6
s [ Tirsage 2551518 : e o ow
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GRIBIG 1.758.275 - 60.629.073 1 137,866
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ﬂ | 11.329.228 41.721.000 102,185 179 | >-285.328 |
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BUPATI KUDUS,

UHAMMAD TAMZIL
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 17 April 2007
Nomor  : 11 Tahun 2007

/K OPERASIONAL PENGGyy ) ‘
UANGAN PEMERINTAH kA AAN DANA PERIMBANGAN

U
{ UPATEN K
KE DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2%:)’;an DESA

-

BAB |
PENDAHULUAN

!

N;ERT'AN

: paten kepada Desa adalah dana yang
e o oleh pemerintah Kab‘upat.en kepada Dega yang berasal dari bagian penerimaan pajak
e cetribusi daerah (retribusi daerah dap retribusi

g .
e .kan kepada P emerintah Kabupaten) dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat

jisepaerah yang diteri.ma Kabupaten untuk membanty membiayai kebutuhan Desa dalam rangka
- gaan Otonom Desa. penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pela;z ayaan dan pelayanan masyarakat di Desa.

enber

I

Brd%afka” sumbernya. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa

¢ ’

aldari:

Mﬁgzgi Hasil Pajak Daerah :

) V% )

Bagi Hasil Retribusi Dacrah

I)CBagi Hasil Retribusi Daerah;

2) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (khusus bagi Desa yang mempunyai pasar desa yang
pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten).

b
0.

. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

i Dana Desa / ADD) yang diterima Kabupaten
(Alokasi Dana Desa ;

WKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
MAKSUD
Venciptakan sistem Perimbangan Keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam rangka

Kliksanaan ~ otonomj Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
Fnberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa.

TUUAN

Veninol

‘Eem“‘gl‘a‘kaﬂ pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

“akin baik g; Desa.

Wara

4]
meerlziﬂgunnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mampu
& *nakan otonomi Desa yang jujur, adil, demokratis, efektif, efisien, transparan dan
ntabe], o

Mg 2 kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung pembiayaan
“M2an semyg urusan yang menjadi kewenangannya.

L 1




’ BAB |

DASAR PENGHITUNGAN DAN PFNCAIRAN DAN
“ A

(NGHITUNGAN

Ny ' ~
?\,A Litungan alokasi Desa dari bagian Bagi

: ; g1 Hasil
y p p;gsa Jihitung atau dipengaruhi berdasarkan variabe] :p
myiﬂg kpem erataan (60 %
s A;};ieng Desa) .
oporsional (40 % dari jumlah dy
b ASF‘)Eator/P"w"Si pada masing masing desa)
i

2k Daerah, maka bagi masing-

dari jum] —_
Jumiah dana Bagi 1yagi Pajak Daerah dibagi rata pada masing-

Na Bagi Hasil Pajak Dacrah dibagi berdasarkan
yang terdiri dar; -

f iak (i ‘ ,

Il) jokasi obyeK P2 2 ,0 umlah lokasi obyek pajak per kecamatan):
jumlﬂh penduduk (jumlah penduduk per desa).

) ’

,) ckayean desa (hasil lelangan bondg Desa per desa)
3

nghitungan alokasi Desa dari bagian By

, ‘ g1 Hasil Retrib vi masing-
U‘mqu Desa dihitung atau dipengaruhi berdasarkan variabel : S I RSl e
sin

lah penduduk (jumlah penduduk per desa):
1)

B wilayah (luas wilayah per desa);
b

junlah kepala keluarga/KK (jumlah KK per desa):
2

| ptensi desa (skoring wilayah pelayanan sampah modul per kecamatan).

[ituk penghitungan alokasi Desa dari bagian Bagj Ha’sil Retribusi Pasar Desa (khusus bagi Desa
g mempunyai pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten),
ks bagi masing-masing Desa yang bersangkutan dihitung atau dipengaruhi berdasarkan
lah pendapatan yang masuk pada tahun s‘ebelumnya dari retribusi pasar desa di wilayah desa
ung bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004
Yomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.

Intuk penghitungan alokasi Desa dari Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang

fierima Kabupaten (Alokasi Dana Desa /ADD), maka bagi masing-masing Desa dihitung atau
fiengaruhi berdasarkan variabel -

L Aspek Pemerataan (60 % dari jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi rata pada
masing-masing Desa);

b ASpek Proporsional (40 % dari jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi berdasarkan
ndikator/potensi pada masing-masing desa) yang terdiri dari :

1) kemiskinan (jumlah keluarga miskin per desa);

)
} pendidikan dasar (jumlah anak usia sekolah < 15 Tahun per desa);
)
)

()

kesehatan (jumlah anak gizi kurang dan gizi buruk per desa);

luas wilayah (luas wilayah per desa);

5\) imlzh pendyquk (jumlah penduduk per desa);

b) Keterjangkauan (Skoring Desa di dalam Tbu Kota Kabupaten (IKK) dan di Luar IKK;

: Oteng ckonomi (hasil lelangan bengkok dan bondo Desa per desa);

91 jumlah aparat pemerintahan desa (jumlah aparat pemerintaha desa dan BPD per desa);
"Mlah unit komunikasi di Desa (jumlah RT dan RW per desa).

4




V (N DAN PENCAIRAN DAN,
!

N pand
engawasan dan Pengendaji,

t ]Llfﬂ ]
o terseh n s
gran dana tersebut, makg g

Erta MCmudahkan dan menjaga keamanan

ka P ¢
Clury v 8
h dana ajcap ditransfer ke dalam Rekening Giro

us

h berada di Bank Jateng Cabang Kud

va]

lxl;‘ﬂﬂ , suda

¢
“wnlsﬂ" crintah Desa bermaksuq Mencairkan dan :
e Pe otk Tabungan/DcpoS,to)’ e a atay mengalihkannya ke Rekening lain

: , ' i .
‘\P‘l g 1 mekaniSme pengambilan Gir, Désy ya?ffnohonan pengambilannya  dilakukan
i ma : ‘

g nan pencairan dity; .

4 Suraf pzr:;izg 5( llpma); I(satu) g;&aa;aikgf:da Direktur / Pimpinan Bank Jateng Cabang
} Kﬂdlﬁ;mhan Setda, I(satu) untuk Bawasd;p’]](.sat“) untuk Camat, 1(satu) untuk Bagian
per  dilampir » 1(5a18) untuk Bank Jateng Cabang Kudus,

i
Ie aturan Desa tentang
e .

¥y De¢ o
Rencand Penggunaan Dana (RPD) y ang dibiayai darj dang tersebut rangkap 5 (lima);

7) ebagai arsip, 1(satu) untuk C
J(satu) S ‘ amat, 1(satu) unt i !
]((saw) untuk Bawasda, I(satu) untuk Bank Jateng éaublrl:g KBS(%:E“ Pemermtatan Setd

ermoho(r;an l:el;]::z ]r(ag.dll]:mmka” kepada Bupati ¢ g Kepala Bagian Pemerintahan
getda melalut ar:: P un]ce ]I()e]e"gkapan dokumen dan diverifikasi/diteliti kesesuaian
engajuan Renca | ggy aan Jana (RPD) dengan APBDesa yang bersangkutan dan
Petuﬂjuk operasional penggunaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

ppabila kele‘ngkag?)r;)d(:kdll?en ada yang tidak lengkap atau RPD tidak sesuai dengan
APBDesa atau L idak sesuai - dengan petunjuk  operasional penggunaan dana
erimbangan.befdaSt{T an peraturan bupati ini. maka seluruh dokumen dikembalikan ke
Desa untuk diperbaiki.

; Dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat, kemudian diteruskan
" ¢ Bagian pemerintahan Setda Kabupaten guna pencairan dana perimbangan.

; Dokumen permohonan penc:alran yang telah diverifikasi oleh Camat dibuktikan dengan
pembubuhan tandg tangan Camat dengan cap stempel pada sisi scbelah kiri lembar surat
ermohonan pencairan dan pada tengah bagian bawah lembar RPD Desa yang bersangkutan
erta telah ditulis nomor regristasi dibagian atas pembubuhan tanda tangan

Anlyr o .
88aran  Pendapatan dan  Belanja Desa tahun yang

gurat P

=

Pencairan dana pada Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan oleh Kepala Desa dengan
menyerahkan surat permohonan pencairan dan RPD Desa yang bersangkutan dengan
ketentuan penerimaan Kas desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten
wajib disetor ke Kas Umum Desa paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang

diterima.

—

Apabila Jabatan Kepala Desa masih kosong, penandatanganan dokumen permohonan
pencairan dapat digantikan oleh Penjabat Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Apabila Desa yang bersangkutan telah lunas PBB pada tahun 2007 sebesar 100 %, maka
Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencairan dana seluruhnya;

Bagi Desa yang belum lunas PBB pada tahun 2007 dapat mengajukan permohonan
Percaran dalam 2 (dua) tahap pencairan;

Permohonan pencairan dana dapat diproses apabila Desa yang bersangkutan telah
Melaporkan penggunaan dana tahap sebelumnya dan melaporkan penggunaan dana sampai
:jengan bulan sebelumnya pada waktupengajuan permohonan pencairan walaupun keadaan
s dang perimbangan di Desa masih NIHIL ;

;-“ormat surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam
“Mpiran [11 Peraturan Bupati ini

=

J—
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BAB 111
PEN
pEDOMAN PENGGUNAAN py N PENGALOKASIAN BAGI DESA

DESA‘ pESA DI KECAMATAN KOTA KUbys
e "
¥ i Desa Yang Tidak Mempunvyai Tanah Bep kok :
U < bagi Desa-desa di Kecamatan Kota Kudug
Kus}]ljki penghaSilan berupa bengkok kare ’

mlﬁﬂl:;y. dana Desa / ADD dapat digunakap
Alo

yang Aparat pemerintah desanya tidak

dn desany? tidak memiliki tanah Kas Desa, maka
€ngan perincian sebagai berikut

_pigunakan untuk tambahan penghasian, tetap Kepala D i h

i 8 1\§IR Kabupaten yang besarannya schaga P ¢sa dan Perangkat Desa dibawa

Peraturan Bupati ini.

- Bagi Kepala D esaKdz;n Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap
dibawah UMR  Kabupaten, dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan aparat

pemerintah desa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa yang bersangkutan setelah dikurangi
tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah UMR Kabupaten.

b Sisanya diatur sebegai berikut :

+ 30% - Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
-70 %  Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari
sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD
sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok
Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong
Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
(selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah,
Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat Bencana Alam.
-30%  Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

‘0% Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan
untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp. 2.500.000,-)

]

%yﬂg&empunvai Tanah Bengkok

Khllsus bagi Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus yang Aparat pemerintah fiesanya memiliki
pel1.ghasilan berupa bengkok, maka Alokasi dana Desa / ADD dapat digunakan dengan

Ting; b
Ncian sebagai berikut -

\Digunakan untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Detsa dan grigig:;t Ié)eizr;ig::a\;a};
' m pa
})JMR Kabupaten yang besarannya sebagalmana tercantu p

‘ “aturay Bupati ini.

-
dibilwlzgpala Desa dan Perangkat Des

: bahan penghasilan tetap
ang tidak mendapqt tam :
dapat in}éngilokasikan tunjangan keselahtefiaar.’ oo
pemerint h Sam e O ling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Alokasi
Dap, 20 desa yang besarannya paling bersangkutan setelah dikurangi tambahan
ghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di



5 diatur sebegai berikut :
b  pipergunakan untuk belan; .

P 0% D 7](9) ‘Vf Dipergunakan ditﬁier?rs:lopal Pemerintahan Desa yang dibagi atas -
Kegiatan BPD, (dengan knJangan Kehqrmatan, Operasional daq
sumber pendapatan c%e ]e-t entuan apabila ada tambahan dana dar
sebesar-besarnya 15 z/a alnpya,Jumlah seluruhnya anggaran BPD
Aparat Pemerintah D o dari Pendapatan Desa diluar Bengkok
Masyarakat, Bantu desia, Hasil Swadaya dan Gotong Royong
(selain Bela’nia 0O an dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
A — lsihakp(}?as-lonal dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah,
Bropinsi .dan Keeltt)lfa serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat,
quban/kerusakan akibatpgteer?cana:1 Zli?n rangks  pETANERANERT

_30% Dipergunakan untuk Operasional Perterintih Desa

Dipergunakan untuk belanja pemberd
0% - . pemberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan
) untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya pr2,500.0(()0 _)5:

H DESA—DESA pI LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

w@.@.ﬂw‘lﬁ Bengkok sampai dengan 15 Ha

g Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang Aparat Pemerintah Desanya memilik
nghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 Ha (jumlah luas tanah
engkok dari Kepala Desa sampal dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasl dana

vsa/ ADD dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut

silan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah

, - Digunakan untuk tambahan pengha
um pada kolom 6 Lampiran I

UMR Kabupaten yang besarannya sebagaimana tercant
Peraturan Bupati ini.

-Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap

dibawah UMR Kabupaten, dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan aparat
ling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

pemerintah desa yang besarannya pa
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa yang bersangkutan setelah dikurangi
tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah UMR Kabupaten.

' Sisanya diatur sebegai berikut :

tuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
pabila ada tambahan dana dari

*30% : Dipergunakan un

-70 %  Dipergunakan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan a
sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD

sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok
Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong
Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupﬁte;n
(selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyaral;at)ilffl)l at,,
Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerinta : usar;
Propinsi ~ dan Kabupaten dalam  rangka penanggulanga

korban/kerusakan akibat Bencana Alam.

-30%  Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

pcmberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan

Dipergunakan untuk belanja
y endah-rendahnya Rp. 2.500.000,-)

untuk Kegiatan PKK Desa seT

070%




mpunvai Bengkok luasnyva lebih darij 15 Ha s/d 30 Ha

me

ang ey -

m‘mecamatan Kota Kudus, yang Aparat Pemerintah Desanya memiliki
-des

et rupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 Ha sampai dengan 30 Ha (jumlah luas

a1l i dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasl
< beng KDD dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut -

qakan untuk tambahan penghasilan teta
_D“:;l;z Kabupaten yang b
;‘ei\ratura“ Bupati 1.

| Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap
L ah UMR  Kabupaten, dapat mengalokasikan tunjangan kescjahtcraan  aparat
dlba\\tl_lmah desa yang besarannya paling tinggil sebesar 10 % (sepuluh persen) dart
m»ersi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa yang bersangkutan setelah dikurangi
;“r::lt\,ihan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah UMR Kabupaten.
a

P Kepala Desa dan Perangkat Desa dib_awah
esarannya sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I

gsanya diatur scbegar berikut
1sany
h N

30 % - Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas -
¢ -70 %  Dipergunakan untuk Tunjangan Kchormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD. (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana darn

sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD

sebesar-besarnya 12.5 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok

Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong

Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten

(selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat). Hibah,

Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dan Pemerintah Pusat,

Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat Bencana Alam

-30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa
perg P

o 70 % Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan

untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp. 2.500 000,-)

‘%vai Bengkok luasnya lebih dari 30 Ha

Bagi .
per%‘ghDésa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus. yang Aparat Pemerintah Desanya memilikij
bengkiiﬂan berupa bengkok

€ dengan luas seluruhnya lebih dari 30 Ha (Qumlah luas tanah
Degy / dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi dana
L .y apat digunakan dengan perincian sebagai berikut -

8unakan yng,k tambahan
abupaten yan
1 Bupati inj.

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah

Pefatura g besarannya sebagaimana tercantum pada kol

Sagi K

om 6 Lampiran [

“Pala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap
MR Kabupaten. dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan aparat

€Sa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
a Desa (ADD) yang diterima Desa yang bersangkutan setelah diky

Dan
a i )
han Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah UMR Kabup

rangi
aten.

6




» diatur sebegai berikut :
gisam?
i i j 1
0% Dlge(;gun%?r;:m:ukkbelan]a Operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
g > (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari
sumber pendapatan de

sa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD
sebesar-besarnya 1 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok

Propinsi  dan Kabupaten
korban/kerusakan

-30%  Dipergunakan unt

e dalam  rangka penanggulangan
akibat Bencana Alam.

uk Operasional Pemerintah Desa.

70% : Dipergunakan untuk belanj
]

. a pemberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan
untuk Kegiatan PKK Desa

serendah-rendahnya Rp. 2.500.000.-)

Khusus Desa yang tidak mempunyai Bondo Desa.

pagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak memiliki Bondo Desa,
maka Alokasi dana Desa / ADD dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut -

2. -Digunakan untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah

UMR Kabupaten yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

- Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap
dibawah UMR Kabupaten, dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan aparat
pemerintah desa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa yang bersangkutan setelah dikurangi
tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah UMR Kabupaten.

Sisanya diatur sebegai berikut -

*30% - Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
-70%  Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari
sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD
sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok
Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan_ Qotong Royong
Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
(selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah,
Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat Bencana Alam.
-30%  Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
)
0% Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, (dengan ketentuan
untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp. 2.500.000.-)




0 [ ain-Lain.
1

M.gml ambahan pcnghz}snlan Tetap Kepala Desa dan P
" Knhup"’““" sebagam'wna tercantum dalam kolom 6 |
Jiberikan kepf\da Kepala Desa ¢
pawah UMR Kabupaten y

erangkat Desa dibawah UM:;

.ampiran | Peraturan Bupati ldi

an Perangkat desa yang penghasilan tetapnya

ang besarnya ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Desa;
Besaran tunjangan  kesejahteraan Aparat Pemerintah desa yang bersumber dari

b. Alokasi Dana Desa (ADD)ditetapkan oleh Kepala Desa dan diberikan secard
pmporsional. dengan pertimbangan -

Jenjang Jabatan :

Masa Kerja :

Beban Tugas |

- Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan

- Penghasilan yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah

bengkok) yang bersangkutan

. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Dacrah. Bagi Hasil Retribusi Dacrah, dan Bagi Hasil
" Retribusi Pasar Desa .
penggunaan Bagi Hasil Pajak Dacrah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil
Retribusi Pasar Desa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Desa untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta dapat dipertanggungjawabkan sccara
administratif dan hukum.

BAB IV

PERSIAPAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

ERSIAPAN

Mam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
ubupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
g dibiayai dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. diambil
ngkah-langkah sebagai berikut :

I Sosialisasi secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan dan desa:
. : jen
< Pemerintah Desa :

4. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat:
Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang mengacu pada hasil Musrenbang
tingkat Desa dan sesuai dengan APBDesa yang bersangkutan.

PRENCANA AN

p‘ JUIy . . )

;;’%Undan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dituangkan
r ‘M Rencana Penggunaan Dana (RPD);

"Mat Rencana

lgcllcilnu Pey

Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2
IR

ksa g Nggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud diatas ditandatangani oleh Kepala
Belanhar[’)dweriﬁkasi oleh Camat serta harus tertuang juga dalam Anggaran Pendapatan dan
v Uesa.
By

q
Pener:
ne ; '
Deganmaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada
Arus dicatat secara tertib dalam Buku Administrasi Keuangan Desa;

) 8




mendukung tertib administras;j pen
Untukintah Kabupaten kepada Desa,
‘ Peﬂfef dalam Buku Kas Pemba

et nggungjawabam dilaksanakan ol
ertd

gelolaan keuangan Dana Perimbangan Keuangan
Penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat secara
ntu  Dana Perimbangan serta pelaksanaan dan
¢h Bendahara Umum Desa;
o G dukung pelaksanaan dan pertan
. Unt . ntah Kabupaten kepada Desa yang di]
. emema dana maupun pelaksana kegiata
PCnrf;\dakan penatausahaan keuangan berup
engd

ggungjawaban Dana Perimbangan Keuangan
aksanakan oleh Bendahara Umum Desa, setiap
N yang bersumber dari dana tersebut harus
a penyusunan SPJ.

Jatausahaan keuangan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD berdasarkan ketentuan

d o berlakUZ

yans :
) dahara Desa berhak meminta dan mena
4

; gih SPJ dari penerima dana maupun pelaksana
¢ cegiatan yang bersumber dari dana tersebut. P P
e

- jaharawan Dana Perimbangan Kcuangan
pent

" pendaharawan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah
' penyatu dengan Bendaharawan Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

. Dalam Penunjukkan Bendaharawan Desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan
. yang berlaku-

PELAKSANAAN

 pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu. tepat mutu. tepat sasaran, dan tepat
administrast.

Penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis
administratif maupun hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan diharapkan dapat didukung
dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Swadaya Masyarakat.

~Kegiatan dimaksud  sclesai  dilaksanakan  dalam  Tahun  Anggaran 2007 dan
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang menjadi satu dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)., Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok-pokok pertanggungjawaban kepada
masyarakat Desa serta Peraturan Daerah tentang Pertanggungkawaban Pelaksanaan APBDesa.

BAB Y

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

APORAN
D ) .
K:Lam fangka efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
d]halrlpaten kepada Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan dan sasaran yang
; aopkan, maka Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dalam bentuk meng{nmk.an
1| PY Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan dengan tanda tangan dan stempel asli setiap

’010()
b‘llanyep ada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya
! g & bersangkutan dengan dilampiri -

ap(;rpenerimaa“ dan pengeluaran beserta data dukung yang sah : dan '
an Perkembangan Triwulan (dilampirkan apabila pelaporan ‘pf:nggunaan'dana 'telah
Dadf . Pada akhir tiap triwulan) misal : Laporan Perkembangan Triwulan I di lampirkan
@t pelaporan penggunaan dana bulan Maret, dan seterusnya.

)




mewujudkan tertib administrasi keuangan, Kepala Desa tetap melaporkan

a p
raﬁgk erimbangan setiap bulan wala
ﬂii&;u“am;r?;?;r?ga“ masih dalam keadaan NIHIIJEJln keadaan kas umum desa yang bersumber
M ap
4
¥
AN PENGAWASAN, DAN SANKSI
A
y
pin8”
,mencapai o Desa d;rn tee let‘tlvj';ff penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
k da Desa ag P u, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan

fen kep? . ;
P unaan Danél P egm!)::%an K?uta;nhgan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilakukan
an Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan

< peng
» iy ctempat
a_tusndangan yang berlaku.

mg,wasaﬂ
W atas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa
Fe[;% oleh ada saat pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan
d]merintah Kabupaten kepada Desa dan pada saat pemeriksaan rutin tahunan Aparat Badan
M asan Daerah Kabupaten serta pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat

a
gV rundang-undangan yang berlaku.

ot dengan peraturan pe

kst

ypabila terjadi penyimpan
(shupaten kepada Desa, m
qundang-undangan yang berlaku.

gan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
aka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

UTUP

Tahun Anggaran 2007, dan selanjutnya setiap
dengan dinamika yang berkembang.

ut oleh Bupati.

edoman ini bersifat operasional khusus untuk
bnakan dirumuskan kembali serta disesuaikan

t-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanj
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HAMMAD TAMZIL




LAMPIRAN II.I PERATURAN BUPATI KUDUS
1 2007

Tanggal : 17 Apri
Nomor : 11

ermohonan Pencairan Dana Perimbangan Keuangan

Qurat P .
h pemerintah Kabupaten kepada Desa

(«Onw

KOP PEMERINTAH DESA

Kudus, ....coceeeeeenns 2007
: seger® Kepada
el bendel Yth. Kepala Bank Jateng
i ! f'e'rmohon Pencairan Dana Perimbangan Cabang Kudus
L opang pemermtah Kabupaten Kepada Desa
Ko Anggaran 2007 Tahap - g
KUDUS

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2007
entang penctapan  Alokasi dan Petunjuk Operasional ~Penggunaan Dana
perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Di
Tahun 2007 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan  pe

dan pemberdayaan masyarakat di Desa, bersama ini kami mengajukan

pembﬁmz‘%‘marl ; !

pennohonan pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada

Desa Tahun 2007 atas beban rekening giro Desa kami Nomor Rekening
(dengan huruf

sebesar Rp  eeeeee
sebagaimana tercantum

................................... ) dengan perincian
dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Kepada Desa terlampir.

Kabupaten Kudus
merintahan,

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja

samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .........
CAMAT ...... (tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) 3 .
Pangkat (....... ) (aanmzilengiEp)
NIP.........

a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah
U.p
Kepala Bagian Pemerintahan

Mn" AN LAR (tanda tangan)
v al (nama lengkap)

BUPATI KUDUS,

UHAMMAD TAMZIL
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Tanggal : 17 April 2007

' THPIRANIL2 PERATURAN BUPATI KUDUS
Nomor :11 Tahun 2007

LONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DESA .............

;UNAAN DANA (RPD
pENGGUN ) DANA PERIM
PEMERINTAH KABUPATEN KEPA})A?)AEI\;(XAN KEUANGAR

Ro . A . T
incian Belanja Jumlah Keteralngai

]r — -
;{ni"gj// 2

r"{AN
f

—

I 3 4
S e o S
i Aparat Pemerintah Desa dan Lainnya
o

pe/”/——\
J . :
" TBelanja O erasional Pemerintahan Desgy

] T

_Tpelanja Pegawai
/P'c/n ,hasilan Tc“‘l! dan’T uﬂjﬂ‘ngﬂl - ' [ R

Soe

Tunjangan Purna Tugas —
=

@/ Tunjangan Kematian T

| Lain-lain Tunjangan

h“/ MW/EMBarat Pemerintah Desa
V//‘——.\’Rﬁﬁi T
~—TTambahan Penghasilan
/

Tambahan Penghasilan TetaprErat\Peir{ler?mﬁBégah
dibawah UMR Kabupaten

\

|

gn Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD
" [Belanja Operasional Pemerintahan Desa
" [Belanja Pegawai - 7?
Penghasilan Tetap dan Tunjangan

| Tunjangan Pimpinan dan Anggota

(I | Tunjangan Ketua BPD

0 [imangarl Wakil Ketua BPD
Dst ...

i ~ o R I o

S

Belanja Barang dan Jasa

— Belanja Bahan Pakai Habis

| Belanja ATK - S |
L BelanjaATKBPD —
Belan'ﬁ Perangko, Materei, dan Benda Pos Lainnya |

| Dst

- e B =
Wﬁm Kendaraan Dinas

I Belanja Perawatan Kendaraan Dinas BPD

> T.\Bglanja§crvicc

ge‘anja Penggantian Suku Cadang.

N

| gz:a“ a Cetak dan Penggandaan

—

o B
\ \%ﬁan Masyarakat

tlanja Subsidi

Ja " Subsidi  kepada  Kelompok/Perorangan

Mas
T yara Y
Dy k@ Desa

g e 00000000 %__

- T—




1 Hibah I— - 4
nja - T 3
P Fibah kepada Persahaan [y - ‘ :
el 052 (BUMDgsg
Dst e — -

A Bantuan Sosial —_— —

Y 1‘ Yot >
mmﬂia Bantuan Sosial kepada I)Cmr'mg
BC Al s\ti]\“
DS‘-
., Bantuan Keuangan

g ——————r S
pela® Bantuan  Keuangan

kepada Tombonns |~

“nja
s l;bhn:;gsyarakatal1 Desa hag
Kelania Bantuan  Keuangan
Bzmgsyarakatan Desa PKK
—~ Bantuan  Keuang;
nja gan ke
I[erzrlxajsyarakatan Desa RT Pada  Lembaga

Dst .-
|

Belanja Pembangunan - Sarana dan Prasarana
Belanja

{mum Desa
Pembangunan  Sarana  Prasarana
ntahan Desa

em :
I()}edung/ Kantor Pemerintah Desa 1 ~—

eri
angunan Gedun Kantor Pemernah Desa | —

P

Rehabilitam Gedung/Kantor Pemerintah Desa S
) Gedung/ Kantor BPD @

Dst...-

pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
pembangunan Sarana Prasarana Perckonomian

Pst ... ) o
Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa T

Program Pemerintahan Umum Desa
Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
I Kegiatan Lomba Desa
Dstoevvennees -

Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial

nional Pemerintah Desa )

‘ Belanja Barang dan Jasa

; _dan’a Bahan Pakai Habis
I TBelanja ATK

| Belanja ATK Pemerintah Desa

Belanja Dokumen/Administrasi tender

Taman Kanak-Kanak

f Dst ...




e f‘“‘\“\w‘mﬁ‘/ﬁ
v i Rincian Belanja Jumlah Keterangan
—  F e | Jmukh | a
_— 3
(} g qja Modal Pengadaan Ala¢ gy, Angkutan | o
"Bcl’tBermOtor S RUR——
D’r’ja Modal Pengadaan Alat-a)a¢ Angkutan Darat |
P Belaﬂotor MObll
ADst -
g P Modal Pengadaan Alat-aig¢ Angkutan

parat Tidak Bermotor

CAMAT ..ocoeeeeenn. N
(tanda tangan) (nama lengkap)
(nama lengkap)
pangkat (........... )
NIP. oo

E JABATAN  |oapnar]

—

1| SEkD A

BUPATI KUDUS,

| 2 |ASISTEN SEKDA\f)

2 [EPALABAGIAN || /),

L tanva ST
20
il

/%7
“renulisan kode rekening dan rincian belan ja
S itk pengajuan kode rekening dan
B P waktu itu, (tidak harus ditulis

“rekening dan rincjan belanja APBDesa).

UHAMMAD TAMZIL

wse::[ua. Jenis belanja  agar  diisj
/djenis pemﬂ'fllkannya,

’:Z’:n:;lom 4 (keterangan), diisi dengan
M%dana dalam membiayai rincian
) ™ sebagaimana dalam kolom 2.
R b, -
¢ pl:;: Tambahan Penghasilan Tetap
Moo Desa  dibawah UMR
,-%‘nja ]?m.4 diisi sumber dana ADD:
ii‘”"ber dau:Jangap Purna Tugas, kolom
4 Bagi Hasil Pajak Dacrah )
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